Pengantar

Advokasi cenderung dikonotasikan sebagai kegiatan untuk menjatuhkan, menggulingkan penguasa atau memfitnah kelompok tertentu. Atau juga, advokasi  hanya dapat dilakukan oleh pengacara atau pembelaan di meja pengadilan formal semata. Seiring dengan perkembangan dewasa ini pengertian advokasi mengalami pergeseran arti  luas berkaitan dengan berbagai upaya yang terorganisir, sistimatis, dalam bentuk pendampingan, pengorganisasian, pembelaan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempengaruhi, mendesakkan perubahan kebijakan public seperti buruh, re-claming tanah, petani, miskin kota.

Membahas tentang advokasi anggaran dapat dipastikan belum pernah ditemui rumusan teori. Advokasi anggaran praktis merupakan advokasi dalam arena proses penganggaran (APBD) rutin dilakukan setiap tahun oleh pemerintah dan DPRD yang ditetapkan sebagai  kebijakan public  melalui proses politik. Perubahan kebijakan anggaran dalam prosesnya memerlukan energi dan  perjalanan panjang terjal berliku disertai  benturan dan gesekan karena melibatkan berbagai pihak tanpa kecuali ormas Islam. Mendorong advokasi anggaran yang berpihak pada masyarakat (pro poor) terutama masyarakat miskin, perempuan, anak-anak dan kelompok difable tidak mudah, tapi tidaklah rumit ketika ada kehendak. Tentu saja semangat dan keberanian melebur secara kolektif merupakan oksigen  utama bergerak di arena advokasi anggaran.


Untuk mengisi oksigen tambahan, agar bisa bergerak secara sistimatis dan terarah mendesakan gerakan anggaran pro rakyat, maka pokok bahasan ini mengajak peserta untuk memahami advokasi anggaran dan menyusun strategi advokasi berbasis ormas  dalam arena proses penganggaran.

	Tujuan Pembelajaran
	· Peserta memahami pengertian Advokasi Anggaran 

· Peserta memahami arena Advokasi  Anggaran
· Peserta memahami strategi  taktik Advokasi Anggaran 


	Sub Pokok Bahasan
	· Pengertian dan konsep dasar advokasi

· Untuk membantu peserta mengumpulkan informasi dan pemetaan tentang stakeholders anggaran secara sistematis

· peserta mengetahui analisis SWOT,,menyusun Strategi advokasi



	Metode
	· Curah Pendapat/Dakwah

· Diskusi Kelompok
· Pleno Kelompok
· kesimpulan bersama


	 Waktu
	120 Menit 


	Media
	· LBB 1; Pengantar Advokasi Anggaran

· LBB 2; Arena Advokasi proses penganggaran

· LBB 3; Lembar kerja kelompok


	Bahan Bacaan
	· BB 1. Menyusun dan mengembangkan advokasi anggaran

· BB 2. Advokasi anggaran “belajar dari pengalaman” 

· BB 3. Sinergitas media massa dalam advokasi



	Alat dan Bahan
	· Kertas plano/flipchart 

· Spidol

· proyektor/LCD



	

	Proses/Langkah-Langkah I :

	Persiapan

· Siapkan media pembelajaran LBB 1 sampai LBB 4 untuk ditayangkan dalam LCD

· Gandakan media-media tersebut untuk dibagikan kepada peserta
Proses Pelatihan

· Fasilitator membuka sesi, mereviuw sesi sebelum dan  menjelaskan maksud tujuan sesi (5 ‘)

· Fasilitator bertanya kepada peserta tentang pengertian advokasi anggaran dan mengapa perlu  ormas keagamaan melakukan advokasi?
· Fasilitator mencatat pendapat-pendapat peserta, sekaligus mengelompokkan ke dalam kategori pengertian dan mengapa perlunya advokasi anggaran
· Fasilitator mencari kata kunci dari sekian banyak jawaban peserta untuk mengarahkan pandangan forum terkait dengan arti advokasi anggaran mengapa perlu advokasi anggaran. Fasilitator menyajikan LBB1 dan LLB 
· Fasilitator bertanya lebih fokus tentang peran organisasi  Islam selama ini dalam mendorong anggaran yang pro poor dan menggali pengalaman peserta dengan singkat. 
· Fasilitator memandu peserta untuk diskusi kelompok. Fasilitator menguatkan materi inti diskusi kelompok dan pleno dengan menggunakan LBB 4

· Fasilitator Minta peserta/kelompok untuk mengkritis dan memberikan tambahan dan masukan persentasi masing-masing kelompok

· Fasilitator memandu peserta menarik kesimpulan bersama



	


LBB. 1 Pengantar Advokasi 

Apa Itu Advokasi?

Beberapa definisi Advokasi:

· Usaha - usaha yang terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan sistimatis dalam kebijakan tertentu, regulasi, atau pelaksanaannya (Meuthia Ganie Rahman)

· Upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana dan prasarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang – undang dan kebijakan – kebijakan yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan merata ( institute Advocacy, Whasington D.C) 

· Advokasi adalah usaha yang terorganisir, terencana dan sistimatis untuk melakukan perubahan sehingga pihak yang dirugikan dapat di untungkan (Richard Holloway)

· Advokasi berintikan-warga adalah sebuah proses politis terorganisir yang melibatkan upaya-upaya terpadu masyarakat untuk mengubah kebijakan-kebijakan, praktek, gagasan dan nilai-nilai yang selalu diskriminatif, ketidaktoleran dan eksklusi. (Institut untuk studi-studi pembangunan)

· Berbagai upaya atau tindakan yang terorganisir, menegakkan hukum dan mempengaruhi kebijakan anggaran  yang lebih berpihak pada rakyat secara efektif, serta merubah kebiasaan, gagasan, dan nilai, prilaku dan tidak partisipatif, toleran, selalu diskriminatif, penciptaan masyarakat yang adil, setara dan sejahtera (FITRA)

Mengapa Perlu Advokasi Anggaran?

· Setiap orang tanpa kecuali pengauasa bersifat oportunis. Kecendrungan  monopoli informasi mengakibatkan munculnya niat buruk (moral hazaard)

· Kebijakan - kebijakan anggaran yang diproduk para penyelenggara negara mengabaikan aspirasi dan kebutuhan rakyat kebanyakan.

· Proses penganggaran Top Down, tidak partisipatif, transparan dan akuntabel
· Anggaran belum berpihak pada masyarakat
· Eksekutif, Legislative, Yudikatif  belum mengoptimalkan kinerjanya (KKN, utang menumpuk, layanan publik terlantar, in-efisensi) 

· Relasi Kuasa didominasi oleh Kelompok tertentu atau kelompok penguasa 

· Lemahnya kesadaran masyarakat menggunakan hak-hak atas anggaran (Informasi, Partisipasi, manfaat, dan Kontrol)
Sasaran Advokasi:

· Perubahan Kebijakan Anggaran
· Pembangunan Jaringan Kerja
· Penggalangan Isu dan Kelompok Basis
· Penegakan hukum
· Menumbuhkan kesadaran di antara stakeholders terhadap isu kemiskinan dan dampak dari kebijakan dan budgeting terhadap Kemiskinan. 
· Menciptakan transparansi  dan akuntabilitas sektor publik (pemerintah dan parlemen) dengan mentransformasikan komitmen pro-poor ke dalam komitmen anggaran. 
· Merubah budgets dan kebijakan untuk mewujudkan keadilan pembangunan dan kesejateraan rakyat. 

Tujuan praktis advokasi Anggaran:

· Perbaikan perencanaan dan penyusunan  anggaran 

· Perbaikan pembahasan dan  pelaksanaan anggaran

· Perbaikan pertanggungjawaban dan Monev
· Perbaikan peningkatan kinerja
· Perubahan pola pikir dan prilaku masyarakat atas anggaran

· Peningkatan kesadaran kritis masyarakat atas anggaran

· Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara

· Perbaikan  substansi peruntukkan anggaran

Perubahan advokasi Anggaran: (bisa menjadi bahan bacaaan)
· Secara Administratif dia efisien dan efektif

· Secara politis dia demokratis ( Pelibatan dan kontrol Masyarakat )

· Secara Ekonomi dia mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

· Secara Sosial dia mampu menciptakan rasa aman bagi warganya.

Strategi Advokasi:

Upaya Non Litigasi.

Melalui kerja-kerja politik:  langkah-langkah advokasi yang dilakukan di luar hukum acara.  Jalur non litigasi ini sangat banyak dan bermacam-macam, namun paling tidak dapat dikelompok ke dalam 3 (tiga) langkah besar, yaitu: pengorganisasian komunitas; penguatan jaringan; dan penguatan opini publik. Pengorganisasian komunitas dilakukan dengan cara membentuk simpul-simpul masyarakat miskin atau membangun kerjasama dengan simpul yang telah ada, bisa per organ sektoral (buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota) melalui pendidikan dan pemberdayaan sehingga masyarakat (miskin) mampu mandiri mengawal setiap proses perencanaan dan penyusunan anggaran agar tetap berpihak kepada hak-hak dasar mereka. Penguatan jaringan biasanya dilakukan dengan memperluas “sekutu” baik di internal pemerintahan, legislatif, media massa sampai ke jaringan internasional dengan target hasil analisis mampu merubah sistem dan kebijakan. Opini publik dilakukan dengan penguatan jaringan media massa, pembangunan pusat informasi dan data tentang anggaran, kampanye dan aksi.

· Hearing ke eksekutif, legislatif,yudikatif, auditor 

· Lobby, Negosiasi
· Eksaminasi publik (penjelasan kasus kepada publik) 

· Menggalang dukungan publik 

· Penggalangan opini (press konfrenci, press release)

· Diskusi publik, seminar

· Kajian/riset  anggaran 

· Pembuatan buliten dan pemuatan artikel 

· Menyebar luaskan APBN/D dengan bahasa populer 

· Pengorganisasian politik 

· Penguatan dan mendirikan kesadaran kriitis baru pada kelompok-kelompok jaringan 

· Membangun aliansi/koalisi multistakeholders
· Wacth Dog

· Dan lainnya

Upaya Litigasi - Legislasi 

Melalui kerja-kerja prosedur hukum formal: 

· Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri 

· Melaporkan tindak pidana korupsi ke Institusi hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK)

· Judicial review ke MA/MK
· Legal drafting
· Investigasi 
· Upaya pra peradilan
· Dan lainnya
Pendekatan Taktik :

· Kooperatif 
· Konfrontatif 
Instrumen Dukungan Advokasi:

· Kemampuan melakukan pemetaan keadaan, kekuatan

· Kemampuan membuat strategi dan taktik
· Kemampuan membangun jaringan
· Dampak politik intern dan ekstern
Pengembangan Strategi Advokasi

Berangkat dari pemetaan keadaan dalam ranah advokasi baik sistem formal dan non Formal lokal/negara:

· Pembentukan dan penggalangan kelompok, baik kelompok Komunitas, pendampingan Forum warga/ormas islam, kelompok kajian dan pergerakan

· Konsolidasi Jaringan ; Aliansi/Koalisi, akses media, eksekutif, legislatif dan yudikatif ataupun auditor

· Penguatan data base-analisa, dan penyampaian dan  penebaran informasi ke publik

· Menciptakan, memunculkan konflik isu dan ruang debat publik (raih dukungan luas?

Faktor Penentu Strategi Advokasi

· Kekuatan (intern/ekstern)

· Konteks

· Waktu

· Resiko

· Perubahan Pandangan

· Realitistis dan terjangkau – bukan mimpi

· Evaluasi (kemajuan dan penyesuaian)
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LBB. 2 Bahan Presentasi

Arena Advokasi Proses Penganggaran
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LBB 3. Lembar Kerja Kelompok(
Tujuan
:

1) Peserta mengetahui ’pemain kunci’ yang harus diperhitungkan demi tercapainya perubahan

2) Membantu peserta mengumpulkan informasi tentang pengambil keputusan dan stake holders lainnya dengan cara sistematis dan analisis SWOT

3) Membantu peserta merencanakan Strategi advokasi dala arena proses penganggaran


Peserta diminta berkelompok dan diskusi fokus yang hendak diadvokasi dengan mengisi kolom tabel pada lembar  kelompok  yang kemudian menanganalisis terkait :

· Lembaga apa saja  yang pengambil keputusan dalam proses anggaran?

· Siapa pihak lain yang peduli atau mungkin peduli terhadap isu proses anggaran?

· Apa posisi mereka pada isu tersebut? Mengapa mereka perduli dengan isu tersebut?

· Seberapa besar sesungguhnya kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki dalam proses anggaran? 

· Mengkategorikan masing-masing pihak di dalam tabel sebagai sekutu, musuh, sasaran dan konstituen. 

· Seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan 

· Seberapa besar kemampuan dan dukungan yang diperlukan untuk menggerakan advokasi 

Peta Kekuatan Stakeholder

	Lembaga/pihak Terkait
	Individu Kunci
	Peran
	Perilaku
	Pandangan/sikap  strategis tentang isu

	Pemerintah/Departemen/Dinas

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Dewan Perwakilan Rakyat

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MA/lembaga Hukum/Auditor

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Lembaga/pihak berpengaruh lainnya

	Perguruan Tinggi
	
	
	
	

	Akademisi/Konsultan
	
	
	
	

	Media
	
	
	
	

	Bisnis
	
	
	
	

	NGO
	
	
	
	

	Group Agama
	
	
	
	

	Lembaga Adat
	
	
	
	

	DLL
	
	
	
	


Analisis Swot

	SWOT
	Jenjang/tahapan
	Pandangan/sikap strategis

	Kekuatan (Strenght)
	
	

	
	
	

	
	
	

	Kelemahan (Weaknes)
	
	

	
	
	

	
	
	

	Kesempatan (Oppurtunity)
	
	

	
	
	

	
	
	

	Tantangan (Threaten)
	
	

	
	
	

	
	
	


Pemetaan Advokasi Ormas Islam

	
Kekuatan  

	Dukungan Advokasi

	Kemampuan dimiliki?
	Kemampuan tak dimiliki?
	Kebutuhan dasar apa?
	Dari siapa?
	Keluaran apa?

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


LBB 4. Lembar Kerja Kelompok

Pertanyaan:

1. Apakah dalam proses penganggaran selama ini, pelaku/aktor dan Ormas Islam dilibatkan? Jelaskan 

2. Apakah dalam proses penganggaran selama ini, memperlihatkan proses yang transparan dan akuntabel? jelaskan

3. Bagaimana dampaknya terhadap APBD?Apakah menjawab problem hak-hak dasar masyarakat

4. Mengapa proses penganggaran harus partisipatif, transparan dan akuntabel? Jelaskan regulasi yang mengaturnya (lihat sesi sebelumya)

5. Apakah strategis yang seharusnya  dilakukan Ormas Islam?Bgm  cara intervensi dalam arena penganggaran (APBD) agar  Pro Poor? (isi kolom    lembar kerja)

6. Tentukan  sasaran  dan  hasil yang diharapkan? (isi kolom lembar kerja)

	TAHAP -

Jadwal (bulan)
	Pelaku/Aktor
	Pilihan strategi ormas Islam
	Target 
	Harapan- Hasil  

	Tahapan
	Bulan
	
	Litigasi 
	Non litigasi
	
	

	Musrenbang desa/kel
	Januari
	· Komponen Masyarakat (individu maupun kelompok)

· Aparat desa/kel dan kecamatan

· Bappeda dan PMD 

· Lembaga Profesi dalam desa/kel
	
	
	
	

	Musrenbang Kecamatan
	Februari
	· Delegasi desa/kel

· Wakil masyarakat tingkat kecamatan 

· Aparat kecamatan

· Lembaga profesi

· Perwakilan BAPPEDA

· Dinas/SKPD

· Anggota DPRD Dapil bersangkutan.
	
	
	
	

	Forum SKPD Kab/Kota
	Pertengahan Februari
	· Delegasi kecamatan

· Kelompok masyarakat ditingkat kab/kota

· Dinas/SKPD diKab/Kota

· Bappeda Kab/kota

· Anggota DPRD Kab/Kota

· LSM dan ahli/profesional 
	
	
	
	

	Musrenbang Kab/Kota
	Maret
	· Delegasi kecamatan

· Wakil kelompok /lembaga masyarakat  tingkat kab/kota

· Dinas/SKPD diKab/Kota

· Bappeda

· Anggota DPRD dari Komisi

· Lembaga Profesi dan akademisi
	
	
	
	

	Penetapan RKPD
	Mei
	· Kepala Daerah

· Bappeda

· Dinas/SKPD
	
	
	
	

	Penyusunan rancangan KUA
	Awal Juni
	· Kepala daerah

· TPAD (Sekda,Bappeda dan Kepala SKPD)


	
	
	
	

	Pembahasan dan penetapan rancangan  KUA
	Akhir Juni – awal Juli
	· TPAD (Bappeda dan SKPD) 

· Pantia anggaran DPRD


	
	
	
	

	Penyusunan dan pembahasan rancangan PPAS
	Akhir Juli
	· TPAD (Bappeda dan SKPD) 

· Pantia anggaran DPRD


	
	
	
	

	Penyusunan dan penetapan RKA-SKPD
	Agustus
	· Masing-masing SKPD
	
	
	
	

	Evaluasi RKA-SKPD
	September
	· Kepala SKPD dan Tim anggaran Kabupaten/kota
	
	
	
	

	Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD
	Oktober
	· Pemerintah dan DPRD
	
	
	
	

	Pembahasan RAPBD
	November
	· DPRD 

· SKPD
	
	
	
	

	Evaluasi RAPBD
	November
	· Gubernur/Mendagri
	
	
	
	

	Penetapan APBD
	Desember
	· Kepala daerah

· DPRD
	
	
	
	

	Pertanggungjawaban APBD
	Palinglambat 3 bulan setelah tahun anggaran berjalan
	· Kepala daerah

· DPRD


	
	
	
	


Catatan:


Untuk memudahkan mengisi tabel lembar kerja kelompok, perlu membaca tabel sesi perencanaan dan pengangraan daerah siklus anggaran Permendagri 13 tahun 2006 dan Regulasi terkait dengan  hak-hak rakyat dalam proses penganggaran

Bahan Bacaan:

BB 1. Menyusun dan mengembangkan advokasi anggaran

Peta kekuatan stakeholder akan menjadi input penting untuk menegosiasikan tujuan advokasi anggaran yang pro-poor yaitu adanya perubahan dalam proses budgeting di daerah. Ini merupakan alat untuk mengidentifikasi siapa ’pemain kunci’ yang harus diperhitungkan secara serius, sekaligus alat untuk mewujudkan perubahan yang menjadi tujuan advokasi. Negosiasi akan lebih mudah dilakukan ketika kita punya informasi memadai tentang target negosiasi kita. 

Tanpa analisa yang jelas dari seluruh kekuatan atau institusi yang mungkin mengharap sesuatu dari proses budgeting, upaya advokasi dapat terhalang oleh seseorang atau sebuah kelompok yang tidak pernah terpikir sebelumnya.Dengan perencanaan dan analisis, dapat diidentifikasikan stakeholders dan mengembangkan strategi yang akan, paling tidak, menetralisir penentang dan meminimalkan serangan balik yang tidak terduga. Perencanaan semacam ini juga akan membantu kita mengevaluasi tingkat resiko yang dihadapi ketika mencoba menciptakan perubahan – sesuatu yang penting tetapi sering terlewat dalam perencanaan advokasi.


Alat ini juga memberikan kesempatan untuk menguji pandangan-pandangan dari tiap stakeholder tentang isu budgeting. Pada kebanyakan kasus, alat ini akan membantu aktivis mencari informasi tentang siapa sebenarnya pengambil keputusan penting dan bagaimana posisi mereka, serta strategi apa yang harus dipersiapkan aktivis untuk menghadapi mereka.Sehingga peta ini merupakan sebuah alat untuk memeriksa dan alat untuk perencanaan dan pengumpulan informasi. Misalnya jika isunya dirubah menjadi isu penyusunan Perda Partisipasi dan Transparansi atau KDRT, maka peta akan berubah dan masing-masing stakeholder dapat bertukar kategori sesuai posisi mereka terhadap isu baru tersebut.

Istilah-istilah Kunci:

1) Sekutu adalah individu dan organisasi pendukung yang masuk 3 kategori (sering tumpang tindih):

· mereka mendukung upaya kita untuk mengadakan perubahan karena mereka mengharapkan keuntungan dari upaya tersebut.

· mereka yang dengan mudah kita yakinkan untuk bergabung dengan upaya kita karena keprihatinan dan nilai-nilai yang sama 

· mereka yang akan secara langsung berkolaborasi dengan kita dan berbagi tanggung jawab dalam advokasi karena mereka mempunyai kesempatan dalam penyelesaian masalahnya.

2) Penentang adalah individu atau organisasi yang menentang upaya-upaya advokasi. Mereka masuk dalam 3 kategori:

· Penentang utama, yaitu mereka yang akan kehilangan sesuatu (dalam bentuk moral maupun material) jika advokasi berhasil.

· Potensial menjadi penentang yang mungin tidak akan mengambil tindakan hingga kita benar-benar menjadi ancaman secara langsung.

· Penentang oportunis yang mungkin teryakinkan oleh satu atau dua argumen kita.

3) Target. Tidak mudah mengidentifikasi seseorang sebagai target. Akan lebih mudah kita memikirkan siapa target utama dan siapa yang secondary. Misalkan, yang utama adalah bupati sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang dia mau mendengarkan. Sehingga, upaya advokasi dapat difokuskan pada orang-orang tersebut. Bukan hal yang mudah, contohnya ketika aktivis Amerika mengadvokasi perubahan UU Land mines dengan meloby anggota parlemen, ternyata keputusan Presiden (target utama) dipengaruhi oleh para jendral AD. 

4) Konstituen adalah orang-orang memepunyai keprihatinan mendalam atau terpengaruh secara langsung dengan advokasi dan berkeinginan untuk bergabung dengan upaya-upaya dalam advokasi. Dari sisi organisasi perencana advokasi, konstituen adalah orang-orang yang sudah aktif di organisasi atau, mereka yang terlibat langsung dengan isu yang mana organisasi ingin mendidik dan mengorganisir. NGO/Ormas Islam dapat menjadi katalis bagi gerakan dan partisipasi rakyat. 

Secara spesifik  pengembangan Advokasi dapat difokuskan:

(diolah dari materi Jim St Geooge dari IBP

Workshop/seminar Internasional,September 2003 di PKBI Jakarta diselenggarakan oleh FITRA, Ford Foundation)

1. Menentukan sasaran advokasi 

· masalah apa yang hendak diadvokasi

· apa saja kemungkinan dukungan publik terhadap isu yang diadvokasi,

· apa yang dapat diterima oleh pengambil keputusan?

2. menentukan target advokasi 

· lembaga mana yang dapat mengimplementasikan perubahan

· apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk mendesakan perubahan

· siapa yang dapat mempengaruhi penguasa?

3. mengategorikan hal-hal yang dapat mempengaruhi dan mengerakkan target

· data apa yang paling penting dan bermanfaat

· bagaimana agar kajian/riset dapat membantu advokasi

· cerita kasus mana yang paling berguna untuk target advokasi

· bagaimana menumbukan dukungan publik

· tekanan seperti apa yang paling efektif?

4. memnetukan isu pokok atau pesan inti

· pesan yang harus disampaikan kepada kelompok target

· pesan harus sederhana


· pesan harus terus menurus diulang

· pesan harus disampaikan secara rational dan beretika

5. rencana aksi

· loby dengan cara menyapaikan atau mengungkapkan fakta dan persolan pribadi

· mengembangkan media kampanye

· membangun koalisi dan melakukan protes dalam berbagai bentuk aksi

6. mengidentifikasi sumber daya organisasi 

· menilai pengalaman advokasi yang pernah dilakukan

· analisis kekmapuan staf organisasi dan kebutuhan membangun jejaring

· ketersediaan informasi, kajian/riset dan ketersediaan waktu     


7. mengindetifikasi media massa sebagai instrumen  pesan inti yang diadvokasi

· media cetak apa saja yang memberi ruang atau konsen atas isu yangdiadvokasi

· media eletronik apa saja yang memberi ruang atau konsen atas isu yangdiadvokasi

· media alternatif apa yang efektif sebagai pembawa pesan

· media apa yang dapat menjadi bacaan atau tontonan masyarakat

Bacaan:  SWOT ORMAS ISLAM

	ASPEK
	S
	
W

	O
	T

	Prosedur


	· sebagian kecil ada yang paham anggaran.


	· Banyak masyarakat yang tidak tahu produk hukum/ perundangan tentang anggaran

· Lemah (tidak ada kesadaran) dalam mengakses produk peraturan dan dokumen anggaran
	· Perundangan yang ada sudah memberi ruang kepada masyarakat.


	· Produk hukum kurang disosialisasikan oleh eksekutif dan legislatif

· Eksekutif dan legislatif menutup diri atas dokumen anggaran.

·  dalam merumuskan kebijakan anggaran kurang melibatkan masyarakat. 

	Kelembagaan
	· Ormas Islam sudah memiliki organisasi yang mapan, dari pusat sampai desa

· Memiliki program yang bersentuhan langsung dengan grassroot

· punya institusi atau Wadah/ forum kemasyarakatan (warga).  
	· Kurang soliditas dan solidaritas antar kelompok ormas dan non ormas
	· Punya perwakilan di DPRD

· punya keterkaitan/hubungan/jaringan di eksekutif
	· dewan sebagai wakil rakyat masih lemah dalam peran kontrol.

	Kultur
	· Nilai ajaran yang kuat mendukung anggaran pro poor

· banyak tokoh-tokoh islam tidak peduli dengan anggaran pro poor.


	· Masih terkotak-kotakkan dalam kelompok (fanatisme yang berlebihan)

· belum melek anggaran publik (keuangan negara)

· Abai terhadap peran publiknya.
	· Ada kecenderungan/ keinginan umum untuk pemerintahan yang adil dan amanah
	· Menguatnya kelompok Islam ekslusif (Islam simbolis)

· budaya feodalisme di masyarakat

· Tingkat pendidikan yang masih rendah

	Aktor
	· Banyak anggota ormas Islam yang duduk di lembaga pemerintahan

· 2. Punya tokoh-tokoh berpengaruh (wibawa)
	· banyak tokoh ormas yang pendukung kekuasaan lokal


	· Ormas Islam punya peluang menjadi aktor strategis di pemerintahan

· 2. Tokoh ormas masih dianggap punya daya pengaruh, pengaruh atau pembujuk.
	· Aktor kekuasaan banyak memanfaatkan aktor ormas untuk kepentingan politik.


Yang terpenting, tujuan dari upaya2 mengorganisir advokasi politik masyarakat adalah memperbanyak kelompok-kelompok sipil/ormas islam  agar mampu untuk mengambil inisiatif dan memimpin kampanye-kampanye mereka sendiri

BB 2. Advokasi Anggaran ; Belajar dari Pengalaman
Secara filosofis anggaran ada untuk menjamin keberadaan negara beserta rakyatnya dan menunjang dan membiayai penyelenggaran pemerintahan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Oleh karenanya anggaran mempunyai peranan penting dalam menopang stabilitas kondisi suatu negara. Tanpa anggaran, maka negara menjadi sesuatu yang abstrak.

Dalam konsep negara demokrasi, anggaran berasal dari rakyat oleh rakyat dan di peruntukan bagi rakyat.  Karena dalam konsep demokrasi, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Namun pada kenyataannya, hal ini masih dalam tataran teori dan belum dimanifestasikan oleh para pejabat eksekutif maupun legislatif. Sehingga masih terjadi ketimpangan sosi0-ekonomi di tubuh rakyat. Di satu kelompok masyarakat hidup dengan bergelimpangan harta, sementara di kelompok yang lain masih dalam kondisi ekonomi yang sulit. 

Salah satu sebab terjadinya ketidakmerataan ekonomi tersebut adalah akibat belum diwujudkannya kedaulatan rakyat atas anggaran. seperti dalam konteks pendidikan walaupun konstitusi telah mengamanatkan anggaran sebesar 20 % untuk pendidikan. Begitu pula dengan banyaknya persoalan anggaran di tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Untuk itu maka diperlukan suatu pemantauan yang signifikan agar tidak tidak terjadi penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu diperlukan advokasi pada tingkat akar rumput (grassroot) yakni rakyat itu sendiri. Dengan memberikan wawasan tentang anggaran, sehingga rakyat secara langsung dapat memantau dan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah dalam hal anggaran. dalam konteks ini maka, para pegiat anggaran dan advokator perlu melakukan gerakan penyadaran anggaran pada rakyat.

Di Polewali Mandar, YASMIB telah menyelenggarakan Diskusi Kampung (DisKam) Sebagai salah satu bentuk advokasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang anggaran. Diskusi dilaksanakan di 12 kelurahan/desa dengan metode diskusi curah pendapat antara fasilitator dan masyarakat. 
	Diskusi Kampung

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawalan dan Pengawasan Realisasi APBD 2007”

	Lokasi
	12  wilayah kelurahan/ desa di Polewali Mandar.

	Metode
	Diskusi dan curah pedapat.

	Proses
	1. Sharing; Mencari tahu sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang anggaran.

2. Brainstoorming; menyampaikan materi diskusi serta memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran. Dalam materi tersebut disampaikan :

· Pengertian partisipasi

· Peraturan yang menjadi dasar hukum partisipasi.

· Contoh pengawalan dan pengawasan APBD

	Respon Masyarakat
	Baik, salah seorang peserta diskusi berharap diskusi ini dapat dilaksanakan secara intens di masyarakat


Sumber : Data Base  Redaksi Buletin FITRA

Tidak jauh berbeda dengan YASMIB. Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) di kota telah membentuk suatu sejarah baru dalam mewujudkan penganggaran, khususnya anggaran yang responsif jender. Dengan tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi atas anggaran serta political will yang dimiliki pemerintah kota, Nota Kesepahaman tentang “anggaran Responsif Jender” ditandatangani pihak masyarakat yang diwakili KPPA dan pemerintah kota Palu. Dalam Nota Kesepahaman tersebut disepakati 11 butir program  yang berorientasi pada penganggaran bagi rakyat.

	NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

WALIKOTA PALU

DENGAN

KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK

(KPPA) SULAWESI TENGAH

Tentang

POKOK-POKOK PROGRAM DAN PEMBAGIAN PERAN DALAM MEWUJUDKAN APBD KOTA PALU YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI DUAFA



	Dalam rangka mengimplementasikan program peduli duafa dan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan dipandang perlu membuat nota kesepahaman bersama. 

Adapun nota kesepahaman ini dibuat oleh dan antara :  

I.
Pemerintah Daerah Kota Palu, yang dalam hal ini diwakili oleh Walikota Palu, Bapak RUSDI MASTURA, yang selanjutnya disebut sebagai ”PIHAK PERTAMA” dan 

II.
Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif, Ibu MUTMAINAH KORONA, bertindak berdasarkan statuta KPPA, berkedudukan di Jl. Cemara VI No. 6 Kel. Donggala Kodi Kec. Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai  ”PIHAK KEDUA”

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut sebagai ”Para Pihak”.

1. 
Latar Belakang

Menyadari  peran kunci yang dimainkan oleh Pemerintah Kota Palu dalam proses pembangunan kota Palu dalam lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku secara khusus digariskan dalam inpres no. 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender serta sebagai fungsi negara untuk menciptakan keteraturan sosial, menjamin hak-hak masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana pemerintah sebagai ”pengambil kebijakan”.

Menyadari bahwa Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah sebagai sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil yang konseren dengan persoalan perempuan dan anak serta masyarakat miskin dan termarjinalkan dalam proses pembangunan, saat ini lagi mendorong kebijakan anggaran dalam APBD yang lebih responsif gender dan pro kepada rakyat miskin, termasuk mengawal dan mengawasi hasil kebijakan APBD yang telah di advokasi.

2.
Landasan

Mengingat bahwa pada tahun 1984 Indonesia meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang kemudian diratifikasi menjadi  UU No.7/1984. Dimana CEDAW atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah sebuah perjanjian internasional tentang hak asasi manusia (international bill of Human Right) yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 18 Desember 197, dimana salah satu dalam isi konvensi  tersebut berbunyi; Pemerintah harus mengambil langkah-langkah dan mengimplementasikan kebijakannya guna memerangi diskriminasi terhadap perempuan.

Pada Tahun 2000 Indonesia meratifikasi Konvensi Beijing tahun 1995, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dimana Kewajiban itu dibebankan kepada berbagai pihak, baik pemerintah, LSM/Ornop, Organisasi dan kelompok perempuan, pelaku pendidikan, media massa, pihak swasta dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, dengan isi konvensi tersebut antara lain Yaitu: Perempuan dan Kemiskinan,  Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan, Perempuan dan Kesehatan, Kekerasan terhadap Perempuan, Hak-hak Asasi Perempuan dan Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan, Mekanisme-mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan, Hak-hak Asasi Perempuan, Perempuan dan Media Massa, Perempuan dan Lingkungan, dan Anak-anak Perempuan.

Pada tahun 2000, 189 Negara-negara anggota PBB  menyepakati Tujuan Pembangunan Millenium  (MDG's) pada tahun 2015 dengan komitmen sebagai berikut : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan, Mewujudkan Pendidikan Dasar untuk Semua, Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Menurunkan Angka Kematian Anak, Meningkatkan Kesehatan Ibu, Memerangi HIV/Aids, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya. 

Di tingkat nasional, Inpres No.9/2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) merupakan sebuah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pengarusutamaan Gender menurut Dewan Ekonomi dan sosial PBB merupakan strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desaign, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh ruang lingkup politik, ekonomi, dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan tak ada lagi. 

Di tingkat daerah, dalam rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) kota Palu dalam strategi pembangunan daerah, ada 3 item yang diatur yaitu  :

1)
Tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya manusia secara luas, ntara lain pemanfaatan ilmu pengetahuanm sistem tegnologi informasi, penegakan hukum, dan menwujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat 

2)
Penyediaan dan Pengembangan infrastruktur, antara lain menciptakan iklim usaha yang kondusif, pengembangan lembaga keuangan lokal, dan pengentasan kemiskinan, dan

3)
Membangun masyarakat industri yang berbasis agamais dan penciptaan peluang pasar, antara lain mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, penguatan institusi di masyarakat, penataan kehidupan beragama, pemberdayaan masyarakat, pembangunan peran media, pers dan LSM, peningkatan kesehatan masyarakat dan mendorong kesetaran gender dan pemberdayaan perempuan

Memperhatikan bahwa perlunya hubungan erat dan pembagian peran yang saling menguatkan antara Pemerintah Kota Palu dengan KPPA Sulawesi Tengah yang melibatkan masyarakat dalam menerapkan pokok-pokok program Anggaran yang Responsif Gender dan peduli Duafa sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman tersebut. 

3.
Maksud dan Tujuan

Maksud kerjasama ini adalah untuk memperkuat partisipasi para pihak dan masyarakat dalam mewujudkan program Peduli Kaum Dhu’afa melalui penerapan anggaran responsif gender dan pro rakyat miskin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Palu setiap tahun. 

Tujuan kerjasama ini adalah :

a.
Menyepakati pokok-pokok program yang selaras dengan indikator-indikator anggaran yang responsif gender dan program peduli kaum duafa melalui sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, sosial dan kependudukan.

b.
Memperkuat peran antar pemerintah Kota Palu dengan KPPA Sulteng untuk mengimplementasikan piagam kesepakatan Penerapan APBD Kota Palu yang Responsif Gender dan Pro Rakyat Miskin

4.
Pokok-pokok program

A.
BIDANG PENDIDIKAN

Menaikan alokasi APBD sampai 20 % secara bertahap sampai 5 tahun kedepan diluar belanja aparatur dan administrasi umum untuk belanja pendidikan yang antara lain adalah sebagai berikut : 

1.
Biaya pendidikan gratis bagi masyarakat miskin  sampai jenjang menengah atas

2.
Jaminan asuransi pendidikan yang di subsidi oleh pemerintah Kota Palu yang memprioritaskan pada kaum dhuafa

3.
Pemberian beasiswa kompetitif mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi kepada anak yang berbakat dan miskin

4.
Peningkatan kesejahteraan pendidik guru formal, guru kontrak, dan guru honorer

5.
Peningkatan sumber daya pendidik dalam menunjang kualitas pendidikan kearah yang sensitive gender dan perlindungan anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak 

6.
Pengembangan muatan kurikulum kepada arah yang sensitif gender 

7.
Revitalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk perempuan dan kaum dhuafa

8.
Pengembangan pendidikan informal yang berbasis gender dan hak-hak anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas 

B.
BIDANG KESEHATAN

Menaikan alokasi APBD sampai 15 % secara bertahap sampai 5 tahun kedepan diluar belanja aparatur dan Administrasi umum untuk belanja kesehatan yang antara lain sebagai berikut :

1.
Pengadaan obat-obatan gratis dan berkualitas untuk masyarakat miskin

2.
Pengadaan alat kesehatan di Rumah sakit, puskesmas dan pustu yang berkualitas

3.
Jaminan pengadaan alat kontrasepsi bagi perempuan dan laki-laki peserta KB secara menyeluruh secara gratis dan berkualitas

4.
Sosialisasi dan Penyediaan layanan kesehatan yang menyangkut reproduksi perempuan serta informasi hak kesehatan reproduksi perempuan termasuk adanya jaminan sosial bagi ibu hamil dan menyusui

5.
Jaminan pelayanan gratis oleh dokter atau bidan bagi ibu melahirkan baik di puskesmas, pustu dan di rumah    

6.
Penyediaan ruang tunggu bagi ibu hamil dan menyusui di Rumah sakit dan puskemas yang ada di 4 kecamatan Kota Palu

7.
Penyediaan ruang bermain dan ganti popok bagi  anak dan balita di Rumah Sakit dan puskesmas yang ada di 4 kecamatan Kota Palu

8.
Jaminan pengadaan secara gratis bagi balita dan lansia dalam mendapatkan pelayanan posyandu termasuk pengadaan obat-obatan atau vaksin

9.
Pemberian kesejahteraan bagi  bidan dan kader  posyandu dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat 

10.
Pengadaan pusat informasi secara terpadu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, gizi balita dan anak di setiap kelurahan 

11.
Jaminan biaya kesehatan dan visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan secara gratis

C.
BIDANG EKONOMI

1.
Penciptaan ruang usaha perempuan berbasis kerakyatan yang disubsidi langsung oleh pemerintah

2.
Kebijakan upah yang adil bagi perempuan sesuai standar professional dan sesuai dengan UU ketenagakerjaan 

3.
Bantuan Modal Usaha bagi Perempuan korban Kekerasan 

D.
BIDANG HUKUM

1.
Adanya kebijakan Walikota  yang menjadi pedoman dalam pelibatan perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam APBD Kota Palu

2.
Perlu adanya rumusan standar pelayanan minimal di kota Palu sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai standar pelayanan minimal

E.
BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

1.
Pengalokasian Anggaran pembangunan dan operasional Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kota Palu untuk memaksimalkan pelayanan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan

2.
Jaminan pengadaan data terpilah berbasis gender secara partisipatif yang melibatkan para pihak dalam proses penyusunannya

3.
Ada rumusan indicator anggaran yang responsive gender dan kaum peduli duafa sesuai dengan kebutuhan local kota Palu

4.
Perlu adanya data base yang ter up date setiap saat dan dapat diakses oleh masyarakat berkaitan dengan soal kependudukan

5.
Pembagian peran

Para pihak bersepakat dalam satu ikatan kerjasama yang saling menguatkan terhadap hasil implementasi APBD kota Palu untuk lebih responsif gender dan pro kepada rakyat miskin. 

1.
PIHAK PERTAMA

a.
Memastikan terlaksananya pokok-pokok program sebagaimana yang tertuang dalam nota kesepahaman ini oleh perangkat daerah yang nantinya akan dirumuskan skala prioritasnya setiap tahun oleh masing-masing perangkat daerah 

b.
Memastikan tersedianya anggaran bagi pelaksanaan implementasi nota kesepahaman 

c.
Melibatkan para pihak dan masyarakat dalam pelaksanaan pokok-pokok program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

d.
Bersama pihak kedua memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya pokok-pokok program sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman

e.
Bersama denga pihak kedua melakukan penguatan kapasitas untuk mendukung terlaksananya pokok-pokok program sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman

2.
PIHAK KEDUA.

a.
Menyiapkan tenaga untuk mendukung terlaksananya pokok-pokok program sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman sesuai dengan kebutuhan pihak pertama terkait dengan program-program yang telah tertuang dalam nota kesepahaman.

b.
Melakukan pengorganisasian di lapangan untuk partisipasi masyarakat 

c.
Kedua belah pihak sepakat saling berkoordinasi dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang tertuang dalam nota kesepahaman 

d.
Berhak mengawal dan mengawasi atas hasil implementasi APBD di masyarakat 

Nota kesepahaman ini akan mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh para wakil yang sah dari para pihak, dan akan terus berlaku sampai penerapan implementasi anggaran sudah berbasis gender dan pro rakyat miskin dengan waktu sampai 5 tahun kedepan, kecuali di ubah secara tertulis berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. 



	PALU, 25 Juni 2007

RUSDI  MASTURA

PIHAK PERTAMA

Walikota Palu


	MUTMAINAH KORONA

PIHAK KEDUA

Komunitas Peduli Perempuan dan Anak

(KPPA) Sulawesi Tengah


Sumber : Data Base Redaksi Buletin FITRA

Begitu pula yang dilaksanakan oleh Koalisi Nasional Tolak PP 21. koalisi melakukan advokasi litigasi-legislsi menuntut Judicial Revieu PP 21 Tahun 2007 yang telah memberikan aturan yang tidak berpihak kepada rakyat. Hingga saat ini, Koalisi Nasional menunggu hasil keputusan Mahkamah Agung.

	ADVOKASI MENUJU JUDICIAL REVIEU

	· Membangun kekuatan koalisi dengan kesamaan persepsi terhadap PP 21.

· Hearing.

· Lobby.

· Membangun opini Publik melalui media.

· Aksi Demo depan Mahkamah Agung.


BB 3. Sinergitas media dalam advokasi

Penajaman strategis Advokasi 

1. 
Jika anda hendak mendiskusikan dan berpikir tentang strategi advokasi anggaran maka pertanyaan yang muncul:

· Yang harus diketahui adalah masalahnya. Masalah yang diketahui  kemudian dianalisa untuk mencari solusi atau strategi  pemecahannya.

· Solusi yang terbaik dalam mengatasinya. Isu anggaran terkait dengan isu domestik, pendidikan, kesehatan, anak dan pelyanan publik.

· Bagaimana dukungan publik. Hal ini terkait dengan kondisi riil masyarakat yang  alami. Khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin

· Untuk menemukan target anda, apa yang ingin anda capai. Apakah ingin merubah kebijakan atau membantu makan orang miskin. Jika di analogikan ketika terjadi banjir, apakah target anda memfokuskan untuk mengangkat mayat- mayat yang menjadi korban banjir di daerah tertentu atau target advokasi mengarah pada kebijakan bagaimana agar setiap musim hujan daerah tersebut tidak mengalami banjir, kalaupun banjir tidak memakan korban. 

2. 
Selanjutnya perlu melakukan pemetaan, dengan memuncul pertayaan, institusi. apa  yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perubahan?:

· Apakah anda ingin mempengaruhi Pemerintah, Legislatif, Pengusaha dan lainnya (Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota) atau bahkan dunia luar

· Apakah Institusi yang anda akan pengaruhi adalah media, komunitas bisnis. Parpol

· Apakah  target advokasi anda adalah  LSM karena  mereka lebih independen

· Siapa aktor atau orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk melakukan perubahan.

· Siapa yang bisa mempengaruhi orang-orang ini

· Media (baca; pers) apa saja yang mendukung. Misalnya target anda mungkin koran dalam editorial, jadi anda bisa mempengaruhi reporter.

3. 
Melakukan identifkasi, dengan memunculkan pertanyaan  apa yang hendak disiapkan sebagai kekuatan atau amanusi untuk di gunakan sebagai instrumen penekan: 

· Apakah ada dokumen  dan  data yang akan berguna. 

· Bagaimana hasil  analisis, penelitian, apa akan menolong sebagai kekuatan dalam melakukan advokasi. Misalnya cerita ibu hamil yang memerlukan bantuan, atau anak yang berbakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan, atau merebaknya busung lapar di suatu daerah atau negara yang kurang mendapat perhatian serius. Nah gambaran seperti ini yang bisa berguna dan efektif untuk digunakan melakukan advokasi dan  mempengaruhi orang atau para pengambil kebijakan anggaran. 


4. tindakan yang akan diambil  dalam merumuskan perencanaan;

· Menyampaikan fakta-fakta

· Fakta mengenai kondisi ekonomi dan sosial

· Lobby untuk menyampaikan cerita pada orang lain. 

· Misalnya cerita tentang orang yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik atau pelayanan dasar lainnya.

· Mengembangkan kampanye media

· Mobilisasi koalisi yang luas

· Koalisi yang dimobilisasi mempunyai bidang yang berbeda-beda. Dan untuk melakukan mobilisasi koalisi, anda harus memikirkan siapa yang bisa bekerja sama dengan anda dalam melakukan gerakan. Siapapun yang akan di lobi, harus mengacu pada tujuan yang akan anda capai.

· Protes dan tindakan-tindakan lainnya atas kebijakan yang tidak pro rakyat . Ini bisa membantu untuk membuat rencana stategis

Advokasi berjaring dengan Media

Kadang pegiat advokasi memposisikan media sebagai kemitaraan yang paling rendah Padahal advokasi anggaran akan berhasil jika kita mampu mempublikasi kerja-keja advokasi. Kecendrungan kegagalan advokasi, ketika melakukan jaringan dengan media atau ketika di TV dan mempublikasikan kebijakan yang ada dalam benak adalah bagaimana menjadi tenar atau populer. Bukan pada substansi publikasi yakni dimana masyarakat dan  penentu kebijakan mendapat informasi dari media dan media  mendapat informasi dari orang-orang (timbal balik), sehingga terjadi desakan perubahan anggaran..

Membangun Strategi Media

1. Identifikasi audience secara spesifik

Misal, anda ingin mengeluarkan berita tentang penindasan perempuan, anak dan rakyat miskin dalam budget. Anda harus mengidentifikasi audience anda secara spesifik, apakah TV, radio. Atau bisa dengan editorial. Anda harus mengetahui reporter khusus yang dianggaap mampu mereportase berita tersebut.

2.   Pastikan Tujuan jangka Panjang Anda

· Tempatkan cerita secara spesifik

· Latar belakang informasi

· Bangun nama dan menunjukkan keberadaan kita, misalnya memperkenalkan lembaga dan gerakannya pada stakeholder dan media, sehingga mereka akan menghubungi anda ketika informasi dibutuhkan oleh media. Hindari ego atau strategi mendekati media hanya untuk tenar dan popularitas serta membayar media untuk mempublikasi informasi anda.

3. Merencanakan strategi. 

Anda harus menentukan waktu, kapan isu itu terjadi dan kapan informasi itu dibutuhkan. Contohnya DPRD membicarakan anggaran pendidikan dan kesehatan di hari jumat, anda jangan memberitakan itu hari kamis, karena kurang berdampak. Mungkin bisa diberitakan 10 hari sebelumnya. Strategi bekerja sama dengan media dalam mempublikasikan penemuan anda setidaknya dengan melakukan press release, atau konferensi pers. 

4. Mengembangkan strategi media

 Strategi yang dilakukan adalah dengan menulis berita secara singkat agar pesan lebih mudah dipahami. 

Hal yang perlu diketahui dalam membangun kerjasama dengan Media/reporter dalam melakukan advokasi anggaran:

· Membangun hubungan pertemanan yang baik, sehingga kita bisa mengetahui jenis berita yang mereka butuhkan. 

· Informasi yang disampaikan  menarik, dan atau terus diulang-ulang dengan formulasi  yang menarik

· Biasanya reporter suka mengeneralisir hal-hal tertentu. maka yang harus dilakukan adalah membuat suatu isu untuk orang awam secara sederhana

· Jika reporter  butuh cerita, karena mereka akan mudah meneruskannya. Dalam hal ini harus berpikir sebagai seorang reporter. Bagaimana bisa membuat cerita

· Anda harus tahu satu atau dua pesan yang ingin anda beritakan, dan tetaplah berpegang dengan berita itu. Informasi yang baik harus diulangi, walaupun reporter hanya akan mengambil beberapa bagian saja dari berita anda. Asumsikan bahwa orang harus mendengar pesan anda berulang kali, sehingga pesan yang disampaikan akan diberitakan. Dan ini merupakan suatu kampanye yang akan berhasil.

· Jika reporter menghubungi anda, jangan pernah katakan anda tidak punya waktu untuk, diwawancarai. Karena anda tidak akan mempunyai kesempatan yang kedua untuk diwawancara. Strategi yang bisa dilakukan jika anda harus memikirkan dulu apa yang harus dikatakan sebelum anda diwawancarai, anda bisa bilang “tunggu sebentar karena sedang ada pertemuan”. Dan setelah itu anda dapat menghubungi reporter itu kembali.

· Jika anda tidak bersedia, reporter lebih suka jika anda bilang bahwa anda tidak menguasai atau tidak mau berkomentar, karena reporter mempunyai deadline untuk memuat suatu berita

· Gambar akan menolong menjelaskan suatu berita atau Bagaimana membuat isu menjadi seksi? untuk menjadikan isu seksi itu harus berkaitan dengan kehidupan, kadang  orang tidak perduli dengan proses melainkan hasil berita. Perlu dilakukan menyajikan isu secara sederhana, Untuk menjadikan isu seksi anda harus menjadikanya relevan dengan kehidupan orang lain dan menyajikan dalam cerita.. Strategi lain, menyajikan cerita anggaran melalui pertunjukkan seni  atau pelatihan bersama reporter tentang anggaran agar si reporter menjadi lebih baik dan perduli terhadap isu anggaran dan dapat meningkatkan keterampilan mereka. Intinya adalah membuat reporter bisa menjalankan kerja mereka dengan memberikan informasi yang akurat. Karena wartawan yang baik bisa mengetahui informasikan tidak benar.

· Membantu media/reporter dalam menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi seperti tekanan dari seseorang. Berkaitan isu yang disampaikan adalah dengan membuat media paham dengan memberi  penjelasan atau melakukan training, atau perlu berpikir cara yang mudah bekerja dengan media. 

5. Bagaimana untuk memutuskan pesan

· Pesan harus disampaikan pada target, harus sampai pada target dengan bahasa sederhana. Dan pesan harus dilakukan secara berulang-ulang pada orang yang sama. Anda harus mempunyai satu konsensus mengenai pesan tersebut. Pesan harus disimpan di kepala anda. 

· Pesan harus sederhana

6. Identifikasi yang menyampaikan pesan

· Penyampai pesan bicara dengan pengalaman pribadi atau fenomena riil dan Informasi harus dapat dipercaya

· Informasi harus dapat diterima dan dimengerti bagi semua level. Bahkan bagi mereka yang tidak mengerti tentang anggaran.

· Pembawa pesan harus yang mempunyai kekuatan, sehingga akan lebih berguna

· Pembawa pesan harus “unusual suspect” atau dengan kata lain adalah orang yang kredibel dan dapat di percaya
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Peluang Korupsi 

Preses Penganggaran

Penyusunan

Pelaksanaan

Pertanggung jawaban

Penerimaan  Mark down, Belanja  Mark up.  proyek titipan, spesifikasi barang diarahkan merk ttt, duplikasi anggaran, penetapan pagu diatas harga pasar

Pengadaan barang tanpa tender/penunjukan langsung, proyek fiktif, pengadaan dibawah spesifikasi.

Laporan fiktif  menutupi korupsi, disesuaikan dengan palfon anggaran, KKN LPJ DPRD & Walikota, pengusaha

Pengawasan/Audit

Manipulasi hasil pengawasan/audit  BPKP/P, Bawasda, Kepala Daerah/DPRD,Pengusaha

Perencanaan

Penyempitan partisipasi masyarakat, usulan masy tidak terakomodir atau terkalahkan dengan usulan dinas/sektor, transparansi dan akuntabilitas semu








